 KECAMATAN BANSARI
KABUPATEN TEMANGGUNG

)

DESA TANUREJO
KECAMATAN BANSARI
KABUPATEN TEMANGGUNG



Mengingat

KEPALA DESA TANUREJO,

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelo!a
pemerintahan yang baik d Lingkungan Desa Tanurejo
Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung yang
bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Ne'potlsr.ne,.
perlu memberikan pedoman pengendalian gratifikasi d%
Lingkungan Desa Tanurejo Kecamatan Bansari
Kabupaten Temanggung; :

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Desa tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
di Lingkungan Desa Tanurejo Kecamatan Bansari

Kabupaten Temanggung.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan
Daerah Swatantra Tingkat II Temanggung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-




Menetapkan

" Lembaran Negara Repu

i b 201blik Indonesia Nomor 5 .)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 6);

11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2

Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1438);

12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2021

tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021
Nomor 10).

MEMUTUSKAN

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PEDOMAN
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DESA
TANUREJO KECAMATAN BANSARI KABUPATEN
TEMANGGUNG




venangs g selanjutnya disebut Pemangku Kewena
a Desa, BPD, Perangkat Desa, Dewan Pengawas BUM D

'BUM Desa, Pegawai BUM Desa, Ketua dan Anggota TPK.
dan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUI\(;I Desa adalah

:  Badan Usaha yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa.

g2 11 Tim PelaksanZ Keggiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Unsur

elaksana tugas kegiatan pembangunan.

12. gnit Pengengalian glGratiﬁkasi yang selanjutnya disingkat UP(} adalah
unit uang dibentuk untuk melakukan tugas dan fgngs1 proses
pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi
serta pelaporannya.

13. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK adalah
Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

14. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat
(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas
lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana
elektronik.

15. Gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh
Pemangku Kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

16. Konflik Kepentingan adalah kondisi dari Pemangku Kewenangan yang patut
diduga memiliki Kkepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi
pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.

17. Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan
untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan
pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan

akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.




(2 Peraturan Kepala

e \

i Kabt 'paten Temanggung. , ‘
Pemangku Kewenangan

Desa ini bertujuan untuk:
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman

tentang Gratifikasi; p
meningkatkan  kepatuhan Pemangku Kewenangan terhadap

ketentuan gratifikasi; .
menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan

akuntabel di lingkungan Pemerintah Desa;
membangun integritas Pemangku Kewenangan yang
dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
meningkatkan  kredibilitas dan  kepercayaan
penyelenggaraan layanan di Pemerintah Desa.

bersih dan bebas

publik  atas

Pasal 3

(1) Setiap Pemangku Kewenangan wajib menolak gratifikasi yang dianggap
suap yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi:

a.

b.

£

terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar
penerimaan yang sah;

terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar
penerimaan yang sah;

terkait dengan tugas dalam proses pengawasan, pengendalian,
monitoring dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;

terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang
sah /resmi dari Pemerintah Desa;

dalam proses penerimaan perangkat desa atau pegawai;

dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan
dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan
kewenangannya;

sebagai akibat dari perjanjian  kerjasama/kontrak/kesepakatan
dengan pihak lain;

sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses
pengadaan barang dan jasa;

merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/ pengawas/tamu
selama kunjungan dinas;



(4)

()

disi sebagémana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan gratlﬁkasl

' ‘ ;ters‘ebut kepada KPK melalui UPG.
@)

Dalam hal Pemangku Kewenangan menerima gratifikasi yang tidak dapat
ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa makana!n yang
mudah busuk atau rusak, penerima gratifikasi wajib menyampaikannya

kepada UPG.
Dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan, UPG menyalurkan

makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada lembaga Badan
Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel-JPS) atau tempat penyaluran

bantuan sosial lainnya.
Penyaluran gratifikasi oleh UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diberitahukan kepada Kepala Desa.

BAB II
PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Bagian Kesatu
Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi

Pasal 5

Pemangku Kewenangan wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya
kepada UPG, kecuali dalam hal:

a.

pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ ibu/mertua,
suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan,
paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak
terdapat konflik kepentingan;

pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang berlaku umum;
pemberian berupa keuntungan atau bunga dari penempatan dana,
investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;

manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang
sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;

seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, plakat,
sertifikat, tas dan pakaian dengan logo atau informasi terkait instansi
yang berlaku umum, yang diterima dalam seminar/ pelatihan/



lak instansi penerima Gratifike
bemblayaan ganda, tidak terdapat benturan k el
ggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
n bunga dengan nilai yang wajar;

mberian  terkait dengan penyelenggaraan pesta  pertunangan,
ernikahan, kelahiran, aqigah, baptis, khitanan, potong gigi, atau
, upacara adat/agama lainnya;
m. bingkisan/ cinderamata/suvenir atay benda sejenis yang diterima
tamu/undangan dalam penyelenggaraan pesta sebagaimana dimaksud
pada huruf 1;

n. pemberian terkait dengan musibah atay bencana yang dialami oleh dirj
penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau
menantu penerima gratifikasi;

0. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun,

promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau
alat tukar lainnya; dan

oleh bawahan ke atasan.

Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga
basar pada saat pemberian

Pasal 7

(1) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
dilakukan dengan cara:

a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
Gratifikasi diterima/ditolak; atay

b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama
10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak.

(2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib meneruskan
laporan Gratifikasi kepada KPK dalam wakty paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.

(3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap lengkap
apabila paling sedikit memuat: :

a. identitas Pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat




i ‘- d sl o
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kepemilikan Gratifikasi yang dilaporkan |

atifikasi milik negara; atau

b tifikasi milik Penerima.

Penetapan status kepemilikan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berdasarkan Laporan Hasil Analisis laporan Gratifikasi.

(3) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik negara, UPG
menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:

a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang
dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi kepada KPK agar uang
dan/atau barang tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan;

b. apabila pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang
dan/atau barang, maka Pelapor wajib menyampaikan Gratifikasi
secara langsung kepada KPK atau melalui UPG ; dan

C. penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b,
sepenuhnya merupakan kewajiban Pelapor dan wajib disampaikan

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Keputusan
Penetapan Kepemilikan Gratifikasi oleh Pelapor.
(4) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik Penerima, UPG
menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:

a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang
dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi dengan Pelapor untuk
dapat mengambil kembali uang dan /atau barang di kantor UPG atau
kantor KPK dengan membawa bukti Surat Keputusan Penetapan
Kepemilikan Gratifikasi; dan

b. apabila pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang
dan/atau barang, maka UPG menyampaikan kepada Pelapor perihal
status kepemilikan Gratifikasi bahwa uang dan/atau barang tersebut
dapat dimanfaatkan oleh Pelapor.

(5) Apabila uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a, tidak diambil oleh Pelapor dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) tahun sejak Gratifikasi ditetapkan milik Penerima, objek Gratifikasi




Pasal 10

Kewenangan atau pihak ketiga yang mengetahui adanya
an terhadap Peraturan Kepala Desa ini, agar segera melaporkan
da UPG secara langsung atau melalui pos /surat elektronik UPG.
Pemangku Kewenangan

atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

BAB IV
HAK DAN PERLINDUNGAN PELAPOR

Pasal 11
Pelapor yang beritikad baik berhak untuk:
a.

memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan
Gratifikasi;

b. memperoleh informasi perkemb

angan laporan Gratifikasi; dan
C. memperoleh perlindungan.

Pasal 12

(1) Perlindungan kepada Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

huruf c, terdiri dari:
a. kerahasiaan identitas;
b. perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda
berkaitan dengan laporan Gratifikasi; dan
C. perlindungan dari tindakan
administratif kepegawaian y
namun tidak terbatas pada
penilaian kinerja pegawai,
hambatan karir lainnya;
(2) Bupati wajib memberikan perlindungan terhadap Pelapor.
(3) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada Pemangku
Kewenangan karena melaporkan gratifikasi, Pemangku Kewenangan

Perlindungan Saksi dan

balasan atau perlakuan yang bersifat
ang tidak objektif dan merugikan Pelapor,
penurunan peringkat jabatan, penurunan
usulan pemindahan tugas/mutasi atau

BT ST, T

gt S SN



~ Pelanggaran yang dilakukan
3 ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

) Pasal 16
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan

dibebankan pada:
(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (
(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untu

wilayah pemangku kewenangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Kepala Desa ini

APBD) untuk UPG; dan .
k administrasi pelaporan di

Pasal 17
a Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
ngetahuinya, memerintahkan pengundangan
dengan penempatannya dalam Berita Desa

Peraturan Kepal
Agar setiap orang dapat me
Peraturan Kepala Desa ini

Tanurejo. T
Bitet\aﬁkan di Tanurejo
/" pada tesggal 23 Agustus 2022
:‘ KEPA A TANUREJO
Zmmm SUM
s fuﬁa(ngkan Desa Tanurejo Bh
\fanggal 23 Agustus 2022
REX ﬁus DESA TANUREJO
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